
 

 

 

BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR 2 TAHUN 2022 

TENTANG  

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA  

KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI KLATEN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha 

mikro guna mendapatkan akses permodalan dari 

lembaga keuangan/ perbankan, dan dalam rangka 

pemulihan ekonomi pada masa pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19), diperlukan keberpihakan 

Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang 

berorientasi kepada pengembangan usaha dan 

peningkatan pendapatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program 

Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikrodi Kabupaten 

Klaten Tahun 2022; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

SALINAN 



 

4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5404); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 



 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 90, TambahanLembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6125); 

10.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan 

Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi 

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta 

Penyelamatan Ekonomi Nasional; 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan 

Koperasidan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 

13.Peraturan Menteri Koperasidan Usaha Kecil 

Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha 

Mikrodan Kecil; 

14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Perusahaaan Perseroan Daerah 

Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 99); 

15.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 



 

Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 192); 

16.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas  Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 218); 

17.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 

2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank 

Klaten Kabupaten Klaten Menjadi Perseroan Terbatas 

Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) 

Kabupaten Klaten; 

18.Peraturan Daerah Kabupaten KlatenNomor 11 Tahun 

2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten KlatenNomor 

176);  

19.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 

Nomor 11); 

20.Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 

tentang Kedudukandan Susunan Organisasi 



 

Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32); 

21.Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 

2022 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 

Nomor 50); 

22.Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2021 

tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2021 Nomor 51); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA 

USAHA MIKRO DI KABUPATENKLATEN TAHUN 2022. 

 

Pasal 1 

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro di 

Kabupaten Klaten Tahun 2022 oleh Lembaga Keuangan Penyalur yang 

ditunjuk Pemerintah Kabupaten Klaten. 

 

Pasal 2 

Petunjuk Pelaksanaan penyaluran dana program subsidi bunga kepada 

Usaha Mikro Tahun 2022sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Lembaga Keuangan penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Klaten 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 wajib menyampaikan laporan berkala 

setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Klaten cq. Kepala Bagian 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten 

Klaten selaku Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi 



 

Bunga Kabupaten Klaten dengan format laporan sebagaimana tersebut 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini.  

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Klaten. 

 

 

 

Ditetapkan di Klaten 

pada tanggal 11 Januari 

2022 

 

BUPATI  KLATEN, 

Cap 

  ttd 

    SRI MULYANI 

 

Diundangkan di Klaten 

pada tanggal 11 Januari 2022 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

Cap 

ttd 

JAJANG PRIHONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2022 NOMOR 2 

Mengesahkan 

Salinan Sesuai dengan Aslinya  

a.n  SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

u.b 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

             Cap 

  ttd 

Sri Rahayu, SH, MHum 

Pembina Tingkat I  

NIP. 19700902 199903 2 001 

 


